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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya 

untuk mengabdi dan beribadah kepada-Nya.Sehingga segala aktivitas, 

gerak dan langkah manusia harus senantiasa dilakukan dalam rangka 

mengabdi kepada Allah SWT. Ini diterangkan Allah dalam al-Qur’an surat 

az-Azariat ayat 56: 

نسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ   وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku[ Depag.RI,2000:417]. 

 
Berdasarkan ayat di atas ibadah terbagi kepada dua bentuk yakni, 

pertama yaitu ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan 

langsung dengan Allah SWT atau dikenal juga dengan habl min Allah 

seperti shalat, puasa dan lain-lain. Kedua yaitu ibadah yang dilakukan 

tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas sesama manusia 

atau dikenal juga dengan habl min nas termasuk dalam kajian ini adalah 

akad-akad muamalah[Rozalinda,2005:1]. 

Semua aktivitas semacam ini akan bernilai di sisi Allah SWT jika 

dilakukan dengan kejujuran dan dilandasi dengan unsur rasa tolong-

menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT. Sifat tolong 

menolong ini akan menimbulkan rasa persaudaraan dan saling 

menghargai. Ini dijelaskan Allah SWT di dalam al-Qur’an surat al-Maidah 

ayat 2: 

 (2المئدة: ) …وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوَى…
Artinya: .. Dan tolong menolonglah kamu dalam  (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa…[Departemen Agama RI, 85] 
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Dengan adanya rasa saling tolong menolong tersebut manusia 

akan merasa mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena 

manusia diciptakan Allah SWT itu dengan berbagai potensi yang berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada seorang pun yang 

sempurna serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya 

pertolongan dari orang lain. Namun untuk memenuhinya tidak terlepas 

dari yang namanya bekerja dan berusaha. Manusia harus bekerja dengan 

sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin sehingga 

manusia bisa terhindar dari rasa takut akan kelaparan, kemiskinan dan 

kesengsaraan yang dapat melahirkan terciptanya rasa aman dan 

tenteram dalam menjalankan ibadah. 

Menurut hukum Islam segala bentuk interaksi sosial yang 

mengakibatkan terjadinya suatu akad termasuk ke dalam sub pokok 

muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi 

kebutuhan hidup masing-masing[ Haroen,2000:7]. Salah satu akad 

muamalah yang sangat menunjang adalah utang piutang yang didalamnya 

terdapat unsur keadilan dalam tatanan hukum Islam. Utang piutang 

adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya 

kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta 

mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama 

[Rozalinda,146]. Karena sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk 

muamalah yang bercorak ta’awun  (pertolongan) kepada pihak lain untuk 

memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur’an menyebut piutang untuk 

menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan 

istilah mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang baik 

[Mas’adi,2000:171].  

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11 

 مَن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّوَ قَ رْضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَوُ لَوُ وَلََأَُجْرٌ كَريٌِ 
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Artinya :“Siapakah yang mau mengutangkan kepada Allah utang yang 
baik, maka Allah akan melipat-gandakan  (balasan) utang itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang 
banyak.”[Departemen Agama RI, 430]. 

Mengutangkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan 

untuk memberikan harta dengan cara mengutangkannya kepada orang 

lain yang membutuhkan. 

Rasulullah SAW bersabda : 

صلى الله عليو وسلم قال: مامن مسلم يقرضا فماروى ابن مسعودان النبي
 مسلما قرضا مرتين الَّ كان كصدقة مرة

Hadis riwayat Ibn Mas’ud, ia berkata bahwa Nabi SAW 
bersabda,“tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang 
muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu  (berkedudukan) 
seperti sedekah sekali". (HR Ibn Majah dan Ibn Hibah). [Hafiz bin 
Abdullah Juz II, 812] 

 
Nabi SAW menegaskan dalam hadis di atas bahwa seseorang yang 

memberi piutang kepada sesamanya yang membutuhkan sebanyak dua 

kali maka satu diantaranya bernilai sedekah secara lahiriyah dicatat 

sebagai amal di sisi Allah SWT. Memberi utang hukumnya sunat bahkan 

dapat menjadi wajib jika orang yang berutang itu adalah orang yang 

terlantar dan sangat membutuhkan [Rasyid 2005, 307].Transaksi utang 

piutang ini mempunyai arti dalam kehidupan agar saling memberi 

pertolongan dan mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah 

SWT.Rasulullah juga menyuruh orang-orang yang mampu untuk 

memberikan pertolongan kepada yang mendapat kesulitan dalam bentuk 

utang piutang yang tidak ada unsur riba dan kezaliman didalamnya.Sabda 

Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

 ن ابي ىريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليو وسلم فمن زادواستذاد وىو ربا ع
 رواه مسلم()

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW Bersabda: “Siapa yang memberi 

dan meminta tambahan dalam hal utang piutang termasuk riba” (HR 
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Muslim)[Muslim bin Hujaj al-Husain al Qusairiy an-Naisaburiy Juz 3, 

1112]. 

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa dalam utang piutang 

tidak boleh mengambil kelebihan atasnya.Ketika tiba masa pembayaran 

jika terjadi kelebihan dimana kelebihan itu memang atas kemauan sendiri 

atau dari orang yang berutang maka kelebihan itu halal bagi orang yang 

mengutangkan dan merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.Tetapi 

jika kelebihan pembayaran itu dikehendaki oleh orang yang berpiutang 

maka kelebihan itu tidak halal bagi orang yang berpiutang karena itu 

memberatkan bagi orang yang berutang dalam membayar 

utangnya.Dalam prakteknya kadang-kadang ditemukan transaksi yang 

berbeda dengan prinsip muamalah, seperti yang penulis saksikan adanya 

salah satu bentuk utang piutang yang terjadi di dalam masyarakat Desa 

Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. 
Dari banyaknya bentuk transaksi utang piutang yang terjadi 

dimasyarakat Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten 

Kerinci penulis tertarik melihat transaksi utang piutang hantaran 

tingkat(rantang)dalam adat perkawinan. Biasanya utang piutang 

hantaran tingkat (rantang) ini dilakukan oleh masyarakat ketika ada 

salah satu dari masyarakat yang akan menikahkan anaknya.Masyarakat 

yang menikahkan anaknya menyediakan tingkat (rantang) yang akan 

diberikan kepada : sanak saudara 3 hari sebelum acara walimatul ‘urs di 

laksanakan, sanak saudara yang diberikan yaitu saudara dekat seperti 

keluarga dari ibu dan keluarga dari ayah, maupun saudara jauh seperti 

orang-orang kampung. Kemudian, juga memberikan ke desa-desa yang 

ada disekitar kampung dikarenakan umumnya penduduk Lempur masih 

ada ikatan darah. Tingkat (rantang) yang diberikan oleh masyarakat yang 

menikahkan anaknyatersebut belum ada yang membayar satupun pada 

saat tingkat (rantang) diberikan kepada masyarakat yang menerima 

tingkat (rantang) tersebut, pembayarannya akan dilakukan oleh 
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masyarakat yang menerima tingkat (rantang) pada saat walimatul 

‘urstersebut dilaksanakan dengan membawa tingkat (rantang) yang telah 

diberikan, dan didalamtingkat (rantang) diisikan amplop yang berisikan 

uang minimal Rp.200.000 dan boleh lebih.Tingkat (rantang) yang 

digunakan yaitu tingkat (rantang)yang berisi empat.Isi dari tingkat 

(rantang) tersebut yaitu pada tingkat (rantang) pertama diisikan dengan 

ayam goreng bumbu sebanyak ½ kg, pada tingkat (rantang) kedua 

diisikan dengan rendang daging sebanyak ½ kg, tingkat (rantang) ketiga 

diisikan dengan gulai kalio daging ½ kg dantingkat(rantang) keempat 

diisikan dengan nasi putih beras payo di tambah dengan satu kue ban  

(kue bolu) [Ayunawati,2017]. 

            Tradisi hantaran tingkat (rantang) di Desa Baru Lempur 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci sama dengan utang piutang 

dalam adat, penyebab dikatakan utang piutang berawal dari kebiasaan 

dan akhirnya menjadi utang piutang yang wajib harus dibayar.Tingkat 

(rantang) dahulunya disediakan oleh pihak laki-laki yang akan menikah, 

yang akandiberikan kepada pihak keluarga terdekat saja seperti, mamak 

(saudara laki-laki ayah/ibu) dan datung (saudara perempuan ayah/ibu). 

Mamak dan datung tersebut akan membalas (membayar) isi dari tingkat 

(rantang) yang diberikan dengan barang yaitu berupa kain, dasar baju, 

emas, perhiasandan semacamnya. Tingkat (rantang)  ini semakin lama 

semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman hantaran 

tingkat (rantang) sudah komersil maka sekarang bukan dari pihak laki-

laki lagi yang menyediakan dan memberikan tingkat (rantang) kepada 

sanak saudara, tetapi sekarang pihak perempuan yang memberikan 

tingkat (rantang) secara menyeluruh kepada sanak saudara baik itu 

saudara dekat maupun saudara jauh, dengan tujuan untuk mendapatkan 

bantuan dan keuntungan dari hasil uang yang dibayar oleh masyarakat 

yang menerima tingkat (rantang) tersebut, semakin banyak tingkat 

(rantang) yang disediakan maka akan semakin banyak pula keuntungan 
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yang didapatkan dari hasil pembayaran isi tingkat (rantang). 

Pembayaran akan dilakukanpada saat pemulangan tingkat (rantang) saat 

acara walimatul ‘urs tersebut berlangsung. Masyarakat yang menerima 

tingkat (rantang) wajib harus membayar isi dari tingkat (rantang) 

tersebut karena modal yang dikeluarkan oleh masyarakat yang 

menikahkan anaknya untuk pembuatan isi dari tingkat (rantang) 

tidaklah murah. Seperti wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu 

Nurjani ia mengatakan bahwa “tingkat (rantang) yang diberikan wajib 

harus dibayar pada saat pemulangan tingkat (rantang) yaitu pada saat 

acara walimatul ‘urstersebut berlangsung, kemudian apabila tidak ada 

uang untuk membayar isi tingkat (rantang) tersebut maka harus 

meminjam uang kepada tetangga terlebih dahulu untuk membayar isi 

tingkat (rantang) tersebut” [Nurjani,2017]. 

Orang-orang yang menerima tinggkat(rantang) tersebut harus 

membayar dari isi tingkat (rantang) yang ia terima. Dikarenakan modal 

yang digunakan untuk isi tingkat (rantang) tersebut tidak lah murah dan 

membutuhkan biaya yang banyak untuk pembuatan isi tingkat 

(rantang).Tingkat (rantang) yang disediakan oleh masyarakatdulunya 

hanya disediakan untuk saudara-saudara terdekat saja,seperti keluarga 

dari ibu dan keluarga dari ayah. Namun seiringan dengan perkembangan 

zamandan peneliti  hanya meneliti tradisi utang piutang hantaran tingkat 

(rantang) ini 2 tahun kebelakangan. Tingkat (rantang) tidak hanya 

diberikan kepada sanak saudara dekat saja melainkan sanak saudara 

jauhpun juga diberikan tingkat (rantang) di antaranya adalah orang-

orang kampung dan juga desa-desa yang ada disekitar kampung 

tersebut, karena mereka ingin memperoleh keuntung yang besar dari 

hasil pembayaran isi dari tingkat (rantang) yang dibayar oleh 

masyarakat yang menerima tingkat (rantang) tersebut. 

Misalnya : Jumlah tingkat (rantang) yang disediakan atau yang dibuat 

sebanyak 100, maka dihitung saja perorang membeyar sebesar Rp. 
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200.000,00 pertingkat (rantang) maka ia akan memperoleh uang 

sejumlah Rp. 20.000.000,00 Sedangkan modal untuk pembuatannya 

lebih kurang Rp. 15.000.000,00 untuk 100 tingkat (rantang). Jadi ia 

memperoleh keuntungan sekitar Rp. 5.000.000,00 belum lagi seandainya 

perorang dari yang menerima tingkat (rantang) membayar lebih dari Rp. 

200.000,00 maka untungnya lebih besar dari itu [Ayunawati,2017]. 

   Dalam masyarakat hantaran tingkat (rantang) ini sudah dianggap 

utang piutang karena dari kebiasaan menjadi utang. Hantaran tingkat 

(rantang) ini dianggap utang piutang yang harus dibayar pada saat 

pemulangan tingkat (rantang)pada acarawalimatul ‘urstersebut. 

Misalnya : Si A menerima tingkat (rantang) dari si B, kemudian si A 

mengisi amplop dengan jumlah Rp.300.000,00 otomatis dikemudian hari 

jika si A menikahkan anaknya maka si B diberikan tingkat (rantang) pula 

dan si B harus membayar kepada si A dengan jumlah yang sama yaitu 

Rp.300.000,00pula tidak boleh kurang dan boleh lebih dari Rp. 

300.000,00 karena setiap jumlah tingkat (rantang) yang diberikan dan 

setiap pengisian uang dalam amplop,berapa jumlah yg dibayar oleh 

orang yang menerima tingkat (rantang) akan dicatatoleh orang yang 

menikahkan anaknya tersebut semua dibukukan dan ditulis secara rinci 

agar dikemudian hari orang yang menikahkan anaknya tersebut tidak 

lupa berapa jumlah isi tingkat (rantang) yang harus ia bayar nantinya, 

bisa juga membayar lebih dari Rp.300.000,00 asalkan jangan kurang pula 

dari Rp.300.000,00 [Ayunawati,2017]. 

 Jadi orang yang menerima tingkat (rantang) tersebut wajib 

membayar dengan jumlah yang sama dikemudian hari. Selain itu 

seandainya ia tidak membayar maka ia akan dikucilkan dimasyarakat. 

Apa saja kepentingannya yang memerlukan orang banyak tidak akan 

dibantu oleh sanak saudara maupun keluarga dari orang yang 

memberikan tingkat (rantang) tersebut, contoh (acara pernikahan, acara 

tegak rumah atau pembuatan rumah) tidak akan dihiraukan oleh 
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keluarga dari orang yang memberikan tingkat 

(rantang)tersebut,sehingga ia merasa malu dan tidak berani untuk 

betemu dengan orang yang memberikan tingkat (rantang)tersebut dan 

juga akan merasa malu kepada sanak saudara. 

Seperti wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat yang 

pernah dikenakan sanksi yaitu ibu Nilawati ia mengatakan bahwa ia 

pernah tidak membayar isi dari tingkat (rantang) yang diberikan oleh 

keluarga dekat kepadanya, dikarenakan dua faktor: yaitu yang pertama, 

ia sedang benar-benar tidak punya uang untuk membayar isi dari tingkat 

(rantang) tersebut dan faktor yang kedua yaitu, dikarenakan sakit hati 

terhadap keluarga yang menikahkan anaknya tersebut karena ia merasa 

kesal karna keluarga yang menikahkan anaknya tersebut melepaskan 

anaknya menikah bukan dari keluagayaitu dengan orang lain.Sedangkan 

ia juga mempunyai anak yang menurut ia kenapa tidak dinikahkan 

dengan anaknya saja. Dikarenakan faktor tersebut ibu Nilawati tidak 

mau mengusahakan uang untuk membayar isi dari tingkat (rantang) 

tersebut, ia tahu akan dikucilkan dimasyarakat dikarenakan sakit hati ia 

tidak peduli akan dikucilkan dimasyarakat dan ia siap menerima sanksi 

darimasyarakat [Nilawati,2017]. 

Ada unsur keterpaksaan yang terkadang salah satu pihak yang 

diberikan tingkat (rantang) ia tidak punya uang untuk mengisi amplop 

tersebut, dikarenakan malu dengan keluarga dan takut dikucilkan 

dimasyarakat mau tak mau ia menerima hantaran tingkat 

(rantang)kerumah ia tersebut. Di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung 

Raya Kabupaten Kerinci terkenal dengan adat istiadat yang saling 

mengantarkantingkat (rantang) kepada keluarga baik yang jauh maupun 

yang dekat. 

Apabila dilihat sistem utang piutang yang berkaitan dengan hantaran 

tingkat (rantang) yang mengikat seseorang menjadi utang, yang harus 

dibayar dikemudian hari danprinsiputang hantran tingkat (rantang)yang 
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hanya disetujui oleh salah satu pihak saja sedangkan pihak yang lain 

awalnya tidak mengetahui akan berutang. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas 

masalah ini yang di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hantaran 

Tingkat (Rantang) dalam Adat Perkawinan di Desa Baru Lempur 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci”. 

  
1.2 Rumusan dan pertanyaan penelitian 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka masalah pokok dalam penelitian adalah : 

Bagai mana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hantaran 

tingkat (rantang)di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya 

Kabupaten Kerinci? 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

1.2.2.1 Apakah faktor penyebab utang piutang hantaran tingkat 

(rantang)di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya 

Kabupatek,mij n Kerinci? 

1.2.2.2 Bagaimanakah dampak dari utang piutang hantaran 

tingkat (rantang) di Desa Baru Lempur Kecamatan 

Gunung Raya Kabupaten Kerinci ?  

1.2.2.3 Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap utang 

piutang hantaran tingkat (rantang)di Desa Baru Lempur 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinc? 

 
1.3 Signifikasi Penelitian 

        Penelitian ini penting untuk diteliti karena masalah ini merupakan 

masalah yang belum jelas dan belum di tentukan hukumnya di dalam 

Islam,Tujuan penelitian ini adalah : 
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1.3.1 Untuk menjelaskanfaktor penyebab utang piutang hantaran 

tingkat (rantang)di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung 

Raya Kabupaten Kerinci. 

1.3.2 Untuk menjelaskan dampak dari utang piutang hantaran 

tingkat (rantang) di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung 

Raya Kabupaten Kerinci. 

1.3.3 Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap utang 

piutang hantaran tingkat (rantang)di Desa Baru Lempur 

Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya, dan dibidang muamalah 

khususnya.  

1.3.2 Memberi informasi dan pengarahan kepada pihak-pihak yang 

terkait dalamutang piutang. Khususnya mengenai transaksi 

utang piutang hantaran tingkat (rantang). Dan perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Baru 

Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.   

1.3.3 Serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum  Ekonomi 

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah. 

 
1.4 Studi Literatur 

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan ada beberapa 

orang yang membahas tentang utang piutang antara lain dalam bentuk 

skripsi, yaitu oleh :  

1.4.1 Wahyuni Zahara (Bp.16052), jurusan Muamalat dengan judul 

Praktik Utang Piutang di Kanagarian Muaro Bodi kecamatan IV 

Nagari kabupaten Sijunjung. 
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Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahannya yaitu, 

bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kelebihan 

pembayaran dalam utang piutang, dan alasan masyarakat 

mempraktikan utang piutang dengan adanya kelebihan 

pembayaran yang disepakari pada waktu akad. 

Berdasarkan pembahasan bahwa kesadaran hukum masyarakat 

terhadap kelebihan pembayaran dalam utang piutang yang 

disyaratkan pada waktu akad rendah, karena kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap 

pengharaman riba dalam Islam, itu terlihat dari masyarakat 

merasa sangat terbantu dengan adanya utang piutang tersebut 

dan mereka tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya 

utang piutang tersebut. 

1.4.2 Hamdan Kusuma(Bp. 12013) jurusan Muamalat dengan judul 

Menjadikan Barang Kredit Sebagai Jaminan Utang ditinjau Dari 

Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Koto Ranah kecamatan Koto 

Besar kabupaten Dharmas Raya).  

Permasalahanya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya 

praktek gadai dengan jaminan barang kredit, dan bagaimana 

tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan 

jaminan barang kredit di Nagari Koto Ranah kecamatan Koto 

Besar kabupaten Dhamasraya.  

         Dalam praktek gadai yang berlaku di Nagari Koto Ranah 

kecamatan Koto Besar kabupaten Dhamasraya dilatarbelakangi 

dengan adanya kebutuhan dalam keluarga, seperti untuk biaya 

hidup, biaya sekolah anaknya dan untuk pembayaran berobat 

kerumah sakit. Sehingga nekat pihak yang menyerahkan barang 

jaminan, menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan 

kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan 

utangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab syarat 
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sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang 

dijadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan 

pihak lain (dealer) jadi kepemilikan barang belum sepenuhnya 

dimiliki penggadai. 

1.4.3 Lia Asumah (Bp. 310.168) jurusan Muamalat dengan judul 

Utang Piutang Bersyarat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi 

Analisis di Kanagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao 

Kabupaten Pasaman). 

Permasalahanya adalah bagaimana praktik utang piutang 

bersyarat yang dilaksanakan masyarakat Kenagarian Padang 

Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat 

tersebut.  

Praktik utang piutang bersyarat yang dilaksanakan masyarakat 

di Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman yaitu pihak yang berutang datang menemui pihak yang 

berpiutang dengan tujuan berutang uang. Namun pihak yang 

berpiutang tidak mempunyai uang untuk ia utangkan kepada 

pihak yang berutang sehingga ia menjual sapi yang akan 

dibesarkan dua tahun kedepan.  

Hasil penjualan sapi tersebut diberikan oleh pihak yang 

berpiutang kepada pihak yang berutang dengan syarat pihak 

yang berutang harus membayar lebih dari jumlah yang ia terima 

ketika berutang. Tambahan untuk membayar utang dua tahun 

kedepan telah diucapkan ketika akad berlangsung.Tinjauan 

hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat yang dilakukan 

oleh masyarakat di Kanagarian Padang Mentinggi Kecamatan 

Rao Kabupaten Pasaman termasuk riba Nasi’ah karena 

penetapan tambahan diminta oleh pihak yang berpiutang dan 
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penambahan dihitung berdasarkan jangka waktu atau sebagai 

imbalan penundaan pembayaran utang. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk 

karya ilmiah skripsi di atas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbedadengan 

yang telah di bahas, adapun yang penulis bahas 

permasalahannya terletak pada objeknya yaitu objek yang 

dijadikan untuk utang piutang dalam pemberian utang hantaran 

tingkat (rantang) di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung Raya 

Kabupaten Kerinci.  

 
1.5 Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah ‘urf dan Qardh.‘urf itu yang 

berarti sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh 

kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. [Djazuli,2013,88]. 

Para ulama yang menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistimbatkan 

hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi ‘urf tersebut. Syarat itu 

menurut Amir Syarifuddin sebagai berikut. 

1.5.1 ‘Urf itu mengandung kemaslahatan dan logis  

Syarat ini mutlak harus ada pada ‘urf yang shahih sehingga dapat 

diterima masyarakat umum. Apabila ‘urf itu mendatangkan 

kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka ia tidak dapat 

dibenarkan dalam islam. 

1.5.2 ‘Urf itu berlaku umum pada masyarakat yang terkait pada 

lingkungan ‘urf, atau minimal di kalangan sebagian besar 

masyarakat. Syarat ini menegaskan bahwa ‘urf senantiasa 

dipergunakan dalam mayoritas masyarakat. 

1.5.3 ‘Urf  yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah 

berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Menurut 

syarat ini, ‘urf harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum 

dilakukan. 
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1.5.4 ‘Urf sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, yaitu 

Qur’an dan hadis. Tegasnya ‘urf itu tidak bertentangan dengan 

dalail syara’ yang ada atau ketentuan yang pasti  (qath’i) dalam 

hukum Islam. 

1.5.5 ‘Urf itu tidak bertentangan dengan perkataan atau keterangan yang 

sudah jelas. Syarat ini mempunyai kedudukan penting dalam 

kegiatan muamalah [Firdaus,2007:49-54]. 

 
Qardh (قرض) yang berarti utang piutang. Utang piutang adalah harta 

yang memberikan utang kepada orang yang berutang agar orang yang 

berutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang 

yang memberi utang [Sabiq,2009:234] 

Rukun qardh yaitu: 

1.5.1 ‘aqid 

baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang 

dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada’. Qardh 

tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur 

atau orang gila.  

1.5.2 Ma’qud ‘Alaih 

menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iah, dan Hanabilah, yang menjadi 

objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik 

berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang  

(mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada 

persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang 

dagangan, dan barang yang dihitung. Hanafiah mengemukakan 

bahwa ma’qud ‘alaih hukumnya sah dalam malmitsli, seperti 

barang-barang yang ditakar  (makilat), barang-barang yang 

ditimbang  (mauzunat), barang-barang yang dihitung  (ma’dudat) 

seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran  

(madzru’at). 

1.5.3 shighat 
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                     shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau 

pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti 

kepemilikan. Contohnya ‘’saya milikkan kepadamu barang ini, 

dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya 

penggantinya’’. Penggunaan kata milik disini bukan berarti 

diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus 

dibayar [Muslich,2015:278-279]. 

 
1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis 

melakukan serangkaian penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu mengumpulkan dan membaca serta menelaah beberapa 

literatur buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang dibahas.Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian 

lapangan  (field reseach), Field research yaitu riset lapangan 

dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung  (observasi) 

terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung 

dengan masalah yang penulis bahas[Bungin,2007:65-66]. 

1.6.2 Informan Penelitian  

Informan penelitian dalam penelitian lapangan ini adalah 

masyarakat yang pernah memberikan tingkat (rantang), 

masyarakat yang pernah menerima tingkat (rantang), tokoh 

agama dan ninik mamak Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung 

Raya Kabupaten Kerinci. 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3.1  Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang melakukan 

pengamatan langsung pada suatu objek penelitian 

(Hadi,1976:87). Dalam pengumpulan data melalui observasi ini 

penulis melihat langsung dilapangan permasalahan yang 

terjadi dan dilengkapi foto pelaksanaan utang piutang hantaran 

tingkat (rantang) di Desa Baru Lempur Kecamatan Gunung 

Raya Kabupaten Kerinci. 

1.6.3.2 Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara 

pewawancara yaitu penulis dengan orang yang memberi 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis 

mewawancarai tiga orang yang memberikan tingkat (rantang), 

tiga orang yang menerima tingkat (rantang), satu orang yang 

dikenakan sangsi, satu orang ninik mamak, satu orang depati 

agun, satu orang tokoh agama dan beberapa masyarakat. Data 

tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam 

hal ini mengenai utang piutang hantaran tingkat 

(rantang)(Adi,2004:72). 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara 

akan diolah secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam 

meneliti status, sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

atau sistem pemikiran atau suatu peristiwa yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki(Adi,2004:54). 
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Setelah diperoleh datadari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan objek penelitian maka selanjutnya dilakukan pengolahan 

data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan 

sistematis. Penulis berupaya mengupas dan mencermati sesuatu 

secara ilmiah dan kualitatif mengenai metode dalam Al-Qur’an 

dan Hadis atau Istinbat Hukum dengan menggunakan kaidah-

kaidah  tentang utang piutang yang teori dan faktanya bertolak 

belakang yaitumetode istinbatistiqro’ yaitu pengikutsertaan atau 

induksi  (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran 

yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada umum, 

kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menjadi 

lebih umum [Al-Awani,2001:26]. 

Setelah data-data tentang utang piutang hantaran 

tingkat(rantang)dikumpulkan,data tersebut dikelompokkan 

menurut jenisnya masing-masing. 

1. Interpretasi data adalah data yang sudah dikumpulkan 

menurutkan jenisnya kemudian diolah dan dianalisa 

[Adi,2004:182]. 

Setelah data-data tentang utang piutang hantaran tingkat 

(rantang)dikelompokkan menurut jenisnya maka data-

data tersebut akan diolah dan dianalisa. 

2. Kesimpulan 

Setelah data-data tentang utang piutang hantaran 

tingkat(rantang) dioalah dan dianalisis maka akan dibuat 

kesimpulan dari utang piutang hantaran tingkat 

(rantang)tersebut. 

 

 


